


Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Memeriksa   dan   mernpelajari   dengan   seksama   segala   bukti-bukti   ya]ig

diajukan Pelapor dan Terlapor.

b)       Bahwa  Badan  pengawas  pemilihan  umum  Kabupaten  sampang  (Bawaslu

Kab.  Sampang) telali memeriksa Laporan Dugann Pelanggaran  Administrzisi

Pemilu dengan basil sebagai berikut:  --------------------------------- ~ -------------

I.      URAIAN LAPORAN PELAPOR --------------------- ~ ----------------

Bahwa    pada    hari    Senin,    tanggal    14    Januari    2019,    Pelapor    telah

membacakan  laporannya  pada  sidang  pemeriksaan  yang  terbuka  untuL

umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --------------------------

a.    Bahwa  pada  Tanggal  04  Januari  20]9,  Pelapor  resmi  melaporkan

Komisi  Pemilihan  Umuni  Kabupaten  Sampang  yang  diduga  telah

melakukan  dugaan  pe!anggaran  administrasi  pemilu  terkait  proses

penyusunan dan penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019 .-------------------

b.    Bahwa Terlapor dalan proses Penyusunan dan penetapan DPTI-IP-2

Pemilu 2019 dinyatakan tidak merujuk pada ketentuan Pasal  58 ayat

(1) UU No.10 Tahun 2016 .------------------------------------------------

;i.:-r__t-(I-.

c.    Berikut  ini  Pasal  yang  dirujuk  Pelapor  mengacu  dari  UU  No.10

Tahun2016TentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomr

I  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur,

Bupati,   Dan   Walikota  Menjadi   Undang-Undang,   adalah   sebagai

berikut:----------------------------------------------------.-----.--__.--....--

Pasal 58

I)Dafdrpemilihtetappemilihanumumterakhirdigunckansebagai

sumber pemutahiran data pemilihan dengan mempertimbangkan

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan .------------- ~ -------

d.    Bahwa   menurut   Pelapor  pemilihan  umum   terakhir   sebagaimana

dimaksud dalan Pasal  58  ayat (1) UU No.10 Tahun  2016 tersebut
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apabila    dikorelasikan    dengan    pemilihan    umum    di    Kabupaten

Sampang adalah PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Sampang 2018. Sementara DPTHP-2 Pemilu 2019 yang disusun oleh

Terlapor tidak bersumber dari DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati  Kabupaten  Sampang  2018  yang  beriumlah  767.032  pemilih

melainkan bersunber dari DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten   Sampang   Serentak   Kabupaten   Sampang   2018   yang

berjunlah 803.499 yang telah di putuskan tidak valid dan tidak logis

oleh Mahkamah Konstitusi .---------------------------------- ~ -------------

e.    Bahwa  penyusunan  dan  penetapan  yang  oleh  Terlapor  dinyatakan

tidak bersumber dari data pemilih yang benar adalah sebagai berikut:

':,     :,\,`,,Ur           ,      ,     ,`

•rJ`T=

I)   Penyusunan  DPTHP  yang telah  ditetepkan  oleh  Tcrlapor  pada

hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 dengan jumlali 822.759; ------

2)   Penyusunan DPTHP-2 yang telah ditetepkan oleh Terlapor pada

hari  Senin tanggal  12 November 2018 dengan jumlah 837.511 ; -

3)   Penyusunan  perbaikan  kedua  DPTHP-2  yang  telah  ditetepkan

oleh Terlapor pada hari  Senin tanggal  8 Desember 2018 dcngan

jumlah  820.941 .---------------------------------------------------------

f.     Bahwa berdasarkan peningkatan jumlah pemilih yang  sangat  besar

tersebut,    Pelapor    menganggap    bahwa    DPTHP-2    yang    sudali

ditetapkan      tersebut      bermasalah.       hal      tersebut      didasarkan

pertimbangan bahwajumlah TMS PSU Pemilihan Bu|)ati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sampang 2018 di beberapa Kecamatan lebih besar

dari jumlah TMS DPTHP-2 Pemilu 2019. Hal tersebut menunjukkan

bahwa  DPT  PSU  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten

Sampang 2018  tidak  dijadikan  acuan  dalam  penyusunan  DPTHP-2

Pemilu 2019  dan tidak  adanya keseriusan penyelenggara dalam hal

ini Komisi Pemilihan Umun Kabupaten Sampang dalam penyusunan

DPT Pemilu 2019 .-----------------------------------------------------------

9.    Bahwa  laporan  Pelapor juga tunit menyertakan  bukti-bukti  berupa

berita  acara  penetapan  DPTHP  dan  DPTHP-2  Pemilu  2019  yang

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang .-----
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h.    Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  terebut  diatas.  Pelapor  memohon

kepada   Badan   Pengawas   Pemilihan   Umum   Kabupatcn   Sfimp:\ng

(Bawaslu  Kab.   Sampang)  yang  memeriksa  dan  memiitus  perk{`ru

Laporan     Dugaan      Pelanggaran     Administratif     I'emilii     terkait

penyusunan  dan  penetapan  DPTHP-2  Pemilu  2019  yang  dilakukan

oleh    Komisi    Pemilihan    Umum     Kabupaten     Sampang    segera

membentuk   Majelis   Pemeriksa   yang   ADIL   dan   lNDl`;l'ENDFjN

bebas   dari   pengaruh   dan   tekanan   dan   dari   siapap`m  juga   tignr

memberikan Putusan sebagai berikut:  -------------------------------- ~---

1)     Memerintahkan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Sampang    sebagai    Terlapor   untuk    membatalkim    penetepan

perbaikan  kedua  DPTHP-2  Pemilu  2019  yang  tclah  ditetar)kiiii

oleh Terlapor;  ----------------------- ~ -----------------------------------

2)     Memerintahkan  kepada  Komisi   Pemilihan   Unium   Kabupaleil

Sampang    sebagai    Terlapor    untuk    melakukan    penyusuiian

kembali  DPT yang bersumber dari  DPT PSU  Pemilihan  Bupati

dan Wakil  Bupati  Kabupaten  Sampang 2018; ---------------------

Alau:

Apabila Majelis Pemeriksa dan Pemutus Badan Pengawas Peniilihfln

Umum  Kabupaten  Sampang (Bawaslu Kab.  Sampang) berpendapat

lain` mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex oeq#tJ €/ bow/)) .--------

I I.      BUKTI-B UKT I PELAI'OR-~ -------- ~--~ ------------------- ~ -------

No.
Kode ry .Bukti-,`, "..,..:'```)I,::,nygS¢ng::i.-=£;rL5T:`'¢`,i.

.,     .     .   ~   ii^.   ri,*J.ten?sse-:Iry.ItF=I:  T#  'IiJ    +  `lp     `   .-,`.II-.I,I(I,,,

1 P-1 Foto Kopi Berita Acara No.  156/BA/IX/2018 Tentang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTIIP Pcmilih€in

Umum 2019 Tingkat Kabupaten Sampang; ------------

2 P-2 Foto Kopi Berita Acara No.  186reA/XI/2018 Tentang

Rapat   Pleno   Terbuka   Rekapitulasi   dan   Penetapan

DPTHP-2 Pemilihan Umuni 2019 Tingkat Kabupaten

Sampang;---------------------------------------------------
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3 P-3 Foto     Kopi     Berita    Acara    No.     216/B^/XII/2018

Tentang    Rapat    Pleno    Terbuka    Rc`k{ipituliisi    tl:in

Penetapan    perbaikan    kedua    DPTllp-2     l'i`milih{`ii  I1

Umum 2019 Tingkat Kabupaten Sampang; ------------  I

4 P-4 Foto        Kopi        Berita        Acara        No.        ()9/PPK-

SAMPANGfl'SU/X/2018     Tentang     Rapat      Plcno

Terbuka Rekapitulasi  Daftar Pemilih  Hasil  l'i`rbaik.lil

DPT    Tingkat    Kecamatan    Sampans    l'2ida     l'SU

Pcmilihan    Bupati    dan    Wakil    Bupati    Kabupaten

Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; ---

5 P-5 Foto     Kopi     Berita    Acara     No.     xxx/BA/     I'PK-

JRG/X/2018       Tentang      Rapat      Plen..)      Terbuka

Rekapitulasi   Daftar   Pemilih   Hasil   Pcrbaikan   I)PT

Tingkat   Kecamatan   Jrengik   Pada   PSU   Pemilihan

Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Sampans  Pasca

Keputusan Mahkamah Konstitusi ; ----------------------

6           I P-6 Foto              Kopi              Berita              Acara              N o.

014/BA/PPK.Itry/X/2018     Tentang     Rapat     Pleno

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan

DPT  Tingkat  Kecamatan  Karang  Penang  Ptnda  PSU

Pemilihan    Bupati    dan    Wakil    Bupati    Kabup{itcn

Sampang Pasca Keputusan Mahkamah K()iistitusi; ---

7 P-7 Foto              Kopi              Beri ta              A cara              N o.

40reA/PPK.KDD"/2018     Tentang     Rapat     Pleno

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih  Hasil PcrbaikanDPTTingkatKecamatanKedungdungPiiddI'SUPemilihanBupatidanWakilBupatiK€ibiipaten

Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konsti[usi; ---

8 P-8 Foto      Kopi      Berita      Acara      No.      03/BA/Ppk

BANYUATES.PSU/X/2018   Tentang   Rapat   Plen(t

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil  Perbaikan

DPT  Tingkat  Kecamatan  Karang  Peniing  I'ada  I'S`J

Pemilihan    Bupati    dan    Waki]    Bup{iti    Kabupatcn

Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; ---

9 P-9 Foto      Kopi      Berita      Acara     No.      46/2712/8^-

PLENO.DPTIIP-PSU/X/2018  Tentang   Rapat   l'1ei`tt

Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemil ih  Hasi I  Pi`rbiiikan

DPT    Tingkat    Kecamatan    Ketapang    I'{ida    PSU I
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Pemilihan    Bupati    dan    Wakil    Bupati    Kabupaten

Sampang Pasca Keputusan Mahkamah  Konstitusi; ---

Foto      Kopi       Berita      Acara      No.      42/BA/PI'K-

SRESEH/X/2018    Tentang    Rapat    Plcilo    'l'crbuka

Rekapitulasi   Daftar   Pemilih   Hasil   Perbaikan   Dl'T

Tingkat   Kecamatan   Sreseh   Pada   PSU    Pemilihan

Bupati dan Wakil  Bupati  Kabupaten  Sampang  Pasca

Keputusan Mal`kamah Konstitusi .----------------------

Ill.       KETERANGAN SAKSI PELAPOR -----------------------------------------

-.:=~

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil laporarmya Pelapor juga mengaj ukan

2 (dua) orang Saksi, yaitu M. Dawam Hariri, beralamat di Jln.  Diponegoro

Banyuanyar  Kabupaten  Sampang  dan  Abdus  Syukur,  beralamat  dj  Desa

Pangongsean Kecamatan Toriun Kabupaten Sampang. Namun berdasiirktin

pengakuan Terlapor yang terungkap dalam  sidang pemeriksaan  pada  hari

Selasa.   tanggal   16  Januari   2019,  bahwa  Saksi   Pelapor  alas  nama   M.

Dawam   Hariri   tidak   bersedia   ikut   serta   dan   menjadi    Saksi    untuk

memperkuat    dalil-dalil    Pelapor    dalam    sidang    pemerik`sanii    tersebut

sedangkan  Saksi  Pelapor  atas  mama  Abdus  Syukur  telah  tidak  bersedia

menjadi  Saksi  Pelapor  sebelum  sidang  Putusan  pendahuluan  dibaciikan

pada hari Kamis,10 Januari 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten  Sampang  (Bawaslu  Kab.  Sampang),  dengan  demikian  dalam

sidang  pemeriksaan  Pelapor tidak  dapat menghadirkan kedua  Saksi  ytang

sebelumnya telah diajukan Pelapor .----------------------------------------------

IV.        URAIAN `JAWABAN TERLAPOR -------------------------------------------

Bahwa pada hari Senin, tanggal  14 Januari 2019, Komisi Pemilihan lJmum

Kabupaten Sampang sebagai Terlapor yang diwakili oleh Anggota Kt)misi

Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Divisi Perencanaan dan Data Addy.

Imansyah  telah membacakan jawaban  atas  laporan  Pcl&por pada  sitliing

pemeriksaan yang terbuka untuk umum` dan pada hari  Selasa` tanggal  16

Januari telali menyampaikanjawaban tertulis pada Majelis Pcmcriksa y£`iig

pada pokoknya adalah sebagai berikut:  -----------------------------------------
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I.    Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana

termuat  dalam  laporan  halaman  I  dan  2  yang  diuraikan  secara

tegas oleh Terlapor: ------------------------------------------------------

2.    Bahwa   dasar   hukum    Terlapor   dalam    pelaksanaan    kcgiataii

pemiitakhiraii   Data   Pemilih   dan   Penyusunan   Daf`tar   Pemilih

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: -------------

a)    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pcmilihan

Umum  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Taliun  2017

Nomor     182,     Tambahan     Lembaran     Negara     Republik

Indonesia Nomor 6109); ------------------------------------------

b)   Peraturan  Komisi  Pemilihan Umum  Nomor  11  Tahun  2018

tentang Penyusunan Daftar Pemilih di  Dalam Negeri  Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);  -----------------------------

c)    Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  5  .l`ahuli  2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan   Pemilihan   Umum   2019   (Berita   Ncgar{i

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  137);  -----------------

d)    Surat  Komisi   Pemilihan  Umum   Republik   Indonesia  (Kl'`,I

RT).  ryide  Bukli  T-1,  T-2.  T-3,  T-4,  T-5,  T-6.  '1.-7.  rr-tH  iliin  T_

9);--------------------------------------------------------------------

e\    Bahwa  berdasarkan   uraian  diatas   Terlapor  menolak   dalil

I'elapor   yang   menyatakan   bahwa   Terlapor   dzilani   pr()sc>

Penyusunan   dan   penetapan   DPTHP-2   Pemilu   2()19   tid!`L

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  58  ayat  (I)  Uiidang-und€uig

Nomor  10 Tahun 2016 .--------------------------------------------

3.    Berikut ini Pasal yang dirujuk Terlapor dalam penyusumn Dplip

dan  penetapan  DPS  Terlapor  mengacu  dari   Peraturan  Komisi

Pemilihan Umum No.  I I  Tahun 2018 Tentang Penyusi`nan Daftar

Pemilih   Di   Dalam  Negeri   Dalam   Penyelenggaraan   Pemilihnn

Umum, adalah sebagai berikut: ----------------------------------------
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Pasal 57

2)   KPU/KIP       Kabupaten/Kota       yang       menyelenggarakan

Pemilihan  Serentak tahun  2018  sebagaimana dimaksud  pddfl

ayat   (I)   menyusun   DPS   Pemilu   2019   berdasarkun    Dpr

Pemilihan  Pemilihan  Gubemur dan  Wakil  Gubcmur.  Bur]ati

dan  Wakil  Bupati. dan/atau  Wali  Kota dan  Wakil  Wflli  Kota

serentak 2018 ditambah Pemilih pemula dalam DF'4 .----------

4.    Bahwa   Terlapor   mengacu   pada   Peraturan   Komisi   I'cmilihan

Umum  Nomor  5  Tahun  2018  pelaksanaan  kegiatali  pcnyusumm

dan penetapan DPS  di  mulai  sejak tanggal  18  Mei.  dall  I)add  hari

Minggu tanggal  17 Juni 2018 Terlapor melaksanakali Rapat I'li`m`

Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS dengan jumlah pemilih

sebanyak  812.090,  sumber  data  dalam  DPS  terscbut  didasarkan

pada  DPT  Pemilihan  Serentak  Kabupaten  Sampans  herjiimkih

803.499   dan   ditambah   pemilih   pemula   dalam   DP4   scbaiiyuk

8.59\ . (Vide  Bilkti T-10,  dan T-11 ):  --------------------------- ~--~~--`

5.    Bahwa teknis penyusunan DPSHP Terlapor berdasar pada  Surat

Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  (KPU  RI)  Nom(`r

703/PL.02. I-SD/01KPU"I/2018  dan  berdasar pasul  24  sampi`i

dengan   pasal   27   Perafuran   Komisi   Pemilihan   Umum   No.    I  I

Tahun 2018.  Tindak lanjut Terlapor diuraikan sebagzii  berikut:  --

a)   Telah  menindaklanjuti  masukan  dan  tanggapan  masyarakat

dan  Rekomendasi  Bawaslu  dengan  Nomor:   190/Bawaslu-

Porv.Jl-23rvll/2018;-----------------------------------------------

b)   Telah menghimpun pemilih Dpll) Pemilihan Serentak ttihun

2018;-----------------------------------------------------------------

c)    Telah melaksanakan Pencermatan Bersama; -------------------

d)   Telah  melakukan  koordinasi  dengan  Dinas  Kependudukan

dan Pencatatan Sipil  setempat; -----------------------------------

e)    Telah   melakukan   Oprasionalisasi   Sistem   liiformasi   Data

Pemilih (SIDALIH);  ------ ~ ----------------------------------------

0    Telah melaksailakan  Rapat Pleno  Terbuka  Rekapituliisi  dan

Penetapan   DPSHP   sebanyak   822.579   pada   hfiri   Minggu

tanggal   22   Juli   2018   yang   dilaksanakan   Terlapor   secara

berienjang di tingkat PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum
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Kabupaten  Sampang  sebagai  Terlapor dcngan  dihadiri  olch

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, PPK se-Kab.

Sampang,   Badan  Pengawas   Pemilihan   Umuni   Kabupatcn

Sampang  (Bawaslu  Kab.  Sampang).  Panwascam.  I'engur`is

Partai  Politik,  Instansi  Terkait  dan  Media.  ryj.t/tJ  /Ji;A/i.  r-/2,

dan T-I 3) ;  -------------------------------------------- _._..-___-_____

6.    Berikut  ini  Pasal  yang dirujuk  Terlapor mengacu  dari  Peratilran

Kc,misi     Pemilihan     Umum     No.      11     Tahun     2018     Tentang

Penyusunan      Daftar     Pemilih      Di      Dalam      Negi`ri      Dalani

Penyclenggaraan Pemilihan Umum, adalah sebagai  berikut: ------

Pasal 24

1)   PPS   wajib   memperbaiki   DPS   berdasarkan   masukan   dan

tanggapan    paling    lama     14    (empat    belas)    Hari    sejak

berakhimya  masukan  dan  tanggapan  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 23 ayat ( 1 ), serta masukan dari Bawaslu Pr{)vinsi

dan   Peserta   Pemi]u   tingkat   daerah   provinsi   dalam   prose.i

rekapitulasi  DPS  di  Komisi  Pemilihan  Umurn  ProvinsiAIII'

Aceh,  dan  masukan  darn  Bawaslu  dan  Peserta  Pemilu  dalam

proses rekapitulasi DPS di Komisi Pemilihan Umum; ---------

2)   Apabila  PPS  mengalami  keterbatasan  untuk  menindaklanjiiti

masukan dan tanggapan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal

20  ayat  (8),  dan  Pasal   21   ayat  (8),  proses  perbaikan  DPS

dilakukan oleh KPuflcIP KabupateivKota; ---------------------

3)   PPS  menyusun  Daftar  Pemilih  Hasil  Perbaikan  DPS  dengan

membuat  naskah  asli  elektronik  (softcopy)  daftar  perubahan

Pemilih     hasil     dari     tanggapan     dan     masukan     dengnn

menggunakan formulir Model A.B.DPS-KPU; -----------------

4)   PPS menyerahkan  naskah asli  elektronik  (sot\copy)  formulir

Model  A.B.DPS-KPU  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)

kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan

penyusunan DPSHP dalam Sidalih .-------------------------------

Pasal 25

1)    PPS  melakukan  rekapitulasi  Daftar  Pemilih  Hasil  Perbaikan

DPS  tingkat  kelurahan/desa  atau  sebutan  lain  scbagaimam
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dimaksud   dalam   Pasal   24   ayat   (3)   dengan   mcnggunaki`n

formulir Model A.B.DPS. I -KPU .-----------

2)   PPS  melakukan  rekapitulasi  daftar  perubahan  Pemilih  hasi]

perbaikan  DPS  sebagaimana  dimaksud  pada ayal  ( I ),  dalam

rapat  pleno  terbuka  dan  menuangkan  kc  dalam  berita  ac€`ru

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS: ------------

3)   Rapat  pleno  terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

dihadiri   oleh  Panwaslu  Kelurahan/Desa  atau   sebutan   lain`

Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan  lain, dan

Perangkat   Pemerintah   tingkat  kelurahan/desa  atau   sebutan

lain;------------------------------------------..--

4)   Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud  pi`da ayat

(2)   Panwaslu   Kelurahan/Desa   atau   sebutan   lain,   Peserta

Pemilu    tingkat    kelurahan/desa    atau    sebutan    lniii,    dan

Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain

dapat  memberikan  masukan  terhadap  Daftar  Pemilih  I]asil

Perbajkan DPS yang akan ditetapkan; ----------------------------

5)   Masukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diverifikasi

dengan dokumen yang autentik; ----------------------------------

6)   PPS  wajib menindaklanjuti masukan  sebagaimana dimaksild

pada ayat (4), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar; -

7)   PPS   menyampaikan   Berita  Acara   Pleno   Rekapitulasi   dan

fomulir  Model  A.B.DPS.1-KPU  dalam  bentuk  naskah  asli

(hardcopy) kepada:

a.    PPK;

b.    Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

c.    Perangkat     Pemerintah    tingkat     kelurahan/desa    atau

sebutan lain .----------------------------------------------------

Pasal 26

I)   PPK    melakukan    rekapitulasi    tingkat    kecamatan    sctclah

menerima  salinan  A.B.DPS-KPU  dan  A.B.DPS.I-KPU  dziri

PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a:

2)   PPK  melakukan  rekapitulasi  Daftar  Pemilih  llasil  Perbaikan

DPS tingkat kecamatan ke dalam formulir Model  A.[}.Dr'S.2-

KPU;------------------------------------------------------------------
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3)   Rekapitulasi  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (I )  dilakukan

dalam  rapat  pleno  terbuka  dan  dituangkan  ke  dalam  berita

acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK; ----

4)   Rapat  pleno  terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)

dihadiri   oleh   PPS,   Panwaslu   Kecamatan,   Peserta   Pemilu

tingkat     kecamatan    dan     Perangkat    Pemerintch     ti]igkat

kecamatan;-------------------------~---------------------------------

5)   I)alam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat

(3),   PPS,   Panwaslu   Kecamatan,   Peserta   Pemilu   tingkat

kecamatan,   dan   Perangkat   Pemerintah   tingkat   kecamatan

dapatmemberikanmasukanapabilaterdapatkekeliruandalam

rekapitulasi;---------------------------__-~--.______.____._______._...

6)   Masukan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  diverifikasi

dengan dokumen yang autentik; ----------------------------------

7)   PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar; -

8)   PPK  menyampaikan  masukan  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat  (5)  kepada  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk  menjadi

bahan penyusunan DPSHP; ----------------------------------------

9)   PPK  menyampaikan  Berita  Acara  Pleno  Rekapitulasi   dan

formulir  Model  A.B.DPS.2-KPU  dalam  bentuk  naskch  asli

(hardcopy) kepada:

a.    KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b.    Panwaslu Kecamatan;

c.    Peserta pemilu tingkat kecamatan; dan

d.    Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan .------------------

Pasa] 27

1)   KPU/KIP   Kabupaten/Kota   melakukan   rekapitulasi   tingkat

daerah    kabupaten/kota    setelah    salinan    formulir    Model

A.B.DPS.2-KPU menerima dari PPK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (9) huruf a; -------------------------- ~ --------

2)   KPUKIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPSHP dan

rekapitulasi  DPSHP  ke  dalam  formulir Model  A.2-KPU  dan

formulir Model A.2. I -KPU; --------------------- I -----------------

3)   Penetapan   DPsm   sebagaimana   dimak`sud   pada   ayat   (2)

dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam
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berita  acara  yang  ditandatangani   oleh  Ketua  dan  Anggota

KPU/KIP Kabupaten/Kota; ----------------------------------------

4)   Rapat  pleno  terbuka  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)

dihadiri  oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota.  Pescrta Pemilu

tingkat   daerah   kabupaten/kota,   dan   Perangkat   Pemerintah

tingkat dacrah kabupaten/kota; ---------------------- ~ -------------

5)   Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud  pada ayat

(3),  PPK,  Bawaslu  Kabupaten/Kota.  Peserta  Pc.milu  tingkat

daerah   kabupaten/kota.   dan   Perangkat   Pemerintah   daerah

tingkat  daerah  kabupaten/kota  dapat  memberikan  masukan

apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi; -----------------

6)   Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) discrtai dcngi`n

data autentik; --------------------------------------------------------

7)   KPU/KIP  Kabupaten/Kota  wajib  menindaklanjuti  masukan

sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (5),   apabila   data   yang

ditunjukkan terbukti  benar; ----------------------------------------

8)   KPUKIP   Kabupaten/Kota   menyampaikan   salimn   DPSHP

dalam  bentuk  naskah asli  elektronik  (softcopy).  Bcrita  Acarii

Pleno   Rekapitulasi   dan   fomiulir  Model   A.2. I-KPU   daldm

bentuk naskah asli (hardcopy) kepada:

a.    Komisi pemilihan umum provinsi/KIP Aceh:

b.    Bawaslu Kabupaten/Kota:

c.    Peserta pemilu tingkat daerah kabupaten/kota:

d.    Perangkat pemerintah tingkat daerah kabupatcn/kota; d.in

e.    Pps melalui PPK .-----------------------------------------------

9)   KPU/KIP  Kabupaten/Kota  menyampaikan   salinan   DPSIIP

dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format

Portable  Document  Format  (PDF)  yang  tidak  dapat  diubali

kepada  Peserta  Pemilu  tingkat  daerah  kabupaten/kt)ta   dfln

Bawaslu   Kabupaten/Kota   untuk   mendapat   masukan   daii

tan8gapan;-------------------------------------------.----------------

10) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memberikan Salinan DPS 111'

dalam  bentuk  softcopy  dengan  format  excel  atau  Comma

Separated    Values    (CSV)    dari    Sidalih,    apabila    terdapat

permintaan    resmi    dari    Peserta    Pemilu    tingkat    daernh

kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota;  -----------------
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11 ) Salinan  DPSI-IP yang diberikan tidak menampi lkan jnt`onntisi

Nomor   lnduk   Kependudukan   dan   Nomor   Kartu   Kcluargfi

Pemilih secara utuh;  ------------------------------------------------

12) Penyampaian dokumen  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (9)

dan ayat (I 0) disertai dengan berita acara .-----------------------

7.    Bahwa dalani penyusunan DPTHP-l  Terlapor berd.is{ir pad{i sur[it

Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  (KPU  RI)  Nomt)r:

1169/PL.02.1 -SD/0 I nepuAV2018           Perilial           Tata           (``ar.1

Penyempumaan   DPTHP-I   yang   dilaksanakan   selama   60   hari

terhitung    sejak    tanggal     16    September    sampai    dc`iigan     15

November 2018 dengan uraian kegiatan sebagai  bcrikut:  ---------

a)    Telah   menindak  lanjuti  hasil   perbaikan   DPTHP-PSU   ,valig

berjumlah  767.032 pada tanggal  16 0ktober 2018.  Dalam  h€`l

menindak    lanjuti    hasil    perbaikan    DPTHP-PSU    Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai Terlapor tidak

dapat serta merta lengsung menjadikan DPTHP-PSU  scbagai

DPTHP-1  Pemilu 2019 dengan beberapa alasan yaitu:  --------

I.    Berdasarkan   Regulasi   bahan   penyusunan   DPS   Pemilu

2019   adalah   DPT   serentak   tahun   2018.   maka   sesuai

tahapan  penyusunan  DPS  dilaksanakan  pada  bulan  Mei

yakni  2  (dua)  bulan  setelah  DPT  Pemilihail  Screntak  di

tetapkan;---------------------------------------------------------

2.    Saat  penetapan   DPTHP-PSU   tanggal   16  0ktohcr  2()18

tahapan penyusunan DPT Pemilu 2019  sudah  pada tah,ip

penyempumaan DPTHP; --------------------------------------

3.    Perbedaan   elemen   data.   Dalam   Sistem   lnformasi   Data

Pemilih  (SIDALIH)  untuk  Daftar  Pemilih  J'emilu  2019

dilengkapi  dengan  DP  IP  Pemilih  sedangkan  pada  DPT

Pemilihan    Serentak    2018     atau    DPTIIP-PSU     tanpi`

dilengkapi dengan DP ID Pemilih.  „i.dc BWA/i.  7T-2(J/; ----

b)   Telah  melaksanakan  coklit  Terbatas  DP4  Non  DPT  dcngan

jumlah   data   awal   rekapitulasi   DPT   Non    DP4   scbany{`1

171.035   dengan   IVo#Z}y   Ivamc   scbanyak    10.275   schiligga

menjadi  160.760. yang sebelumnya Terlapor telah meli`kukiui
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b)    Telah  mendata  pcmilih  disabilitas  grahita/mental  scbanvak

2.671  atau  kurang lebih  sekitar 0.33% dari jumlah  perbaikan

kedua DPTI JP-2:  -------------------------

c)    Telah Mengidentifikasi pemilih di LP/Rutan dan RSUD: ----

d)   Telah  menindak  lanjuti  potensi  pemilih  ganda  Luar  Negcri

sebanyak 2.021 ; -----------------------------------

c)    Telah melaksanakan rapat evaluasi penycmpumaali  I)T'TI IP-

2  Pemilu  2019  bersama  PPK  dilakukan  pada  Senin  taiiggal

03  Descmber 2019;  -------------------------------------------------

f)    Telah  melaksanakan  rapat  singkronisasi   data   berita  acar.i

dengan   SIDALIH   Bet.sama  Palpol.   Bawaslu   dan   lnstaiisi

terkait pada hari  Sabtu tanggal  08  Desember 2018: -----------

g)   Telah  melaksanakan  rapat  pleno  rekapitultasi  d.in  penctapan

perbaikan   kedua  (DPTHP-2)   pada  hari   Sabtu,   tanggnl   08

Desember 2018  sebanyak  820.941.  /yj.c/tJ  Bztt/f.  '/I-.?J.  {/"  '/'-

29);---------------------------------------------~____.-__---________.-

10.  Bahwa dalam  perbandingan  Pemilih  TMS  Terlapor mcngill.aiki`n

dalam  jawaban   tertulis   bahwa  jumlah   l'emilih   TMS   s:imp"

dengan  Perbaikan  kedua  DPTHP~2  sebanyak  (i().428  setkiligkaii

Pemilih TMS dalam perbaikan  DPTHP-PSU  seban}Jak 41.487.

Uraian tersebut juga disampaikan secara lisan oleh 'I.erlapor p.ida

sidang   pemeriksaan   hari   Senin.   tanggal   15   Januari   2()19   diin

sekaligus  menolak  dalil  Pelapor yang  menyatakan  l'c`niilih  `rMS

PSU   Pemilihan   Bupati   dan   Wakil   Bupati   Kabuptiteii   Siimpi`iig

lebih tinggi  dari  pada  Pemilih TMS  DPTI IP-2  I'emilu  201 {) .-----

V.       B UKTI -B U KTI TERLAPO R -----------------------------

NO.
KODE NAMA

BUKTI BUKTI

I T-I Surat        KPU-RI        Nomor                  703/PL.021-

SD/OIKPuexl/2018   Tanggal   Juli   2018   PL`rih

Penetapan     Daftar     Pemilih     Scmentara     I-las

Pert)aikan Pemilu Tahun 2019;-------------------~-

2 T-2 Sul.at        KPU-RI        Nomor                  853/PL.02.

SD/01/KPU/VIII/2018  Tanggal   10  Agustus  201
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Perihal Penyusunan DPSHP ^khir Dan I'enctapaii

Daftar Pemilih Tetap:  ------------.__.____.....,_...__.

3 T-3 Surat        KPU-RI        Nomor                 887/PL.02i--

SD/Ol/KPurvlll/2018  Tanggal   13  Agustus  2018

perihal pemilih di  LapasAIutan pada  DPT Pemilu

2019;----------------------------------------------------

4 T-4 Surat        KPU-RI        Nomor                 1()33/I'l,.02.Ti

SD/OIKPU/VIII/2018    Perihal    Perbaikan    DPT

Berdasarkan Rekomendasi  Bawaslu dan  M{isukan

Partai  Politik Peserta Pemilu; ------------------------

5 T-5 Surat        KPU-RI        Nomor                 1169/PL.02.I-

SD/Ol/KPU/X/2018   Tanggal   02   0ktobcr   2018

perihal tata cara penyempumaan DPTI IP-I ; ------

6 T-6 Surat        KPU-RI        Nomor                  14(H/I'lj02.I-ISD/01/KPuexl/2018Tanggal13Novembcr2018)I

Perihal    Pendaftaran    Pemilih    Bagi    Pi`ii,vandan`u

Disabilitas Grahita/Mental; ----------------------I---

7 T-7 Surat        KPU-RI        Nomor                  142-¢,'Plj.()2.1--|

SD/Ol/KPU/Xl/2018  Taiiggal  2l   Novcmbcr  2()I *  I

Perihal  perpanjangan  masa  kerj{i  rten}i`mr)ilrna{`Ii  I

DPTHP  sclama 30  hari;  ------------------------------    I

8 T-8 Surat        KPU-RI        Nomor                 1479/PL.(jz:T=

SD/0]KPuexll/2018  Tanggal  1   Desembcr  2018

perihal penyelesaian penyempumaan DPTHP-2; -SuratKPU-RINomor1543/lH,ir2T-I,

9 T-9

SD/Ol/KPU/XII/2018 Tanggal 21  December 2() 18  IPerihalpencetakanbynameDPTHP-2`Rekap,

DPK dan DPTb; ---------~------------------------------

10 T-10 Surat     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten

Sampang   :   387/PL.02.I    Tanggal    17   Juni   2()18  I

Perihal  rapat pleno terbuka rekapitulasi  I)Plip dall  1

penetapan DPS Pemilu 2019 KPU  Kab/Rota; -----

1] T-11 Berita Acara Nomor :  07/BA/VI/2018  Tanggal  17

Juni   2018   Perihal   Rekapitulasi   Daftar   Pemilih

Sementara Pemilihan Umum 2019; -----------------

12 T-12) Surat     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabur]aten

Sampang              Nomor                              664/PL.() 1.2-
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Und/3527AIPU.kabrvll/2018    Tanggal     22    Juli

2018  perihal  rapat  pleno  terbuka  rekapitulasi  dan

penetapan DPSHP Pemilu Tahun 2019:  --+---------

13 T-13
-'.IBeritaAcaraNomor:119/BA/VII/2018Tanggal

22    Juli    2018    Perihal     Rapat    Pleno    Terbuka

Rekapitulasi  Daftar Pemilih Hasil  Perbaikan  DPS

Dan Penetapan DPSHP  Pemilu Tahun  2() I 9:  ------   I

14 T-14 Surat     Komisi     Pem`lihan     `JiT`um     Kdbup=tT`|

Sampang               Nomor                                823/PL.() 1.2-i

Und/3527/KPU.Kab/VIIl/20] 8 Tanggal  I  Agustus

2018  Perihal  Rakor  Penyususnan  DPsl]P  ^khir

Pemilu 20 I 9;  -------------------------------------------

15 T-15 Surat     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupatcn

:::,::agnN°:;:m8k5a2b/;L]]:/]2:-,:]Tct/:5ar2]:/gLa:m'`;I
Agustus    2018    Perihal    Sosialisasi    I'enyusunan

Perbaikan DPSHP Akhir Pemilu Tahun 20 I 0; ----

16 T-16 Surat     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten

Sampang  Nomor  :  858/PL.03.3-SD/3527/Komisi

pemilihan      umum.KabIVIII/2018      Tanggal      9

Agustus  2018  Perihal  Rapat  Teknis  Pemantapaii

Opei`asionalisasi  SIDALIH;  -------------------I------  I

17 T-17 Surat     Komisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten

Sampang Nomor : 876/PL.01.2-Und/3527/Komisi

pemilihan     unum.Kabrvlll/2018     Tanggal     20
IAgustus2019PerihalRckapitulasiDaftfirl'emilihi

Hasil   Perbaikan   DPSHP   Dan   Pcnetapan   DPT

Pemilu 2019;  -------------------------------------------

18 T-18 Berita Acara Nomor :  144fl3A/VIII/2018 Tanggal

20  Agustus  2018  Tentang  Rekapitulasi  DPSHP

Akhir dan Penetapan DPT Pemilu 2019; -----------

19 T-19 Surat     Komisi     Pemi]ihan     Umum     Kabupaten

Sampang              Nomor                             `)05. PL..() I.2-

Und/3527Komisi  pemilihan  umum.Kab/lx/2018

Tanggal  13  September  2018  Perihal  Rap{`t  Pleno

Terbuka Penetapan DPT 2019; ----------------------

20 T-20 Soft File Model  AB.PSU-KWK; ---------------------I-

21 T-2l Soft File DPT non DP4; ------------------------------
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22 T-22 -    Soft File model AB.DPTHP-2; --~------------=

•    Surat   Komisi   Pemilihan    Umum    Kabupaten

Sampang           Nomor                          1125/PI,.() L2-

Und/3 527/Komisi                                         pemi I ihan

umum.KabAII/2018    Tsnggsl     ]2    November

2018   Perihal   Rakor   Persiapan   Rapat   Pleno

Terbuka Rekapitulasi  Dan  Penetapan  DPTHI'-

2  Pemilu 2019;  -------------------------------------

23 T-23 -   Berita     Acara     Nomor    T186/BA/XI/2018

Tanggal    12   November   2018   Tentang   Rapat

Pleno   Terbuka   Rekapitulasi   dan   Penetapan

DPTHP-2 Tingkat Kab Sampang Pemilu 2019;

-Soft file By Name DPTHP-2; --------------------

24 T-24 Surat Komisi  Pemilihan  Umum  Kab.  SaiTipang Nomor

1160/PL.07. I -Und/3527/Komisi              pemilihan

umum.Kab/XI/20]8    Tanggal    26    November    2018

Perihal  Rakor  Pencermatan  Bersama  DPTHP  Pemilu

Tahun   2019   (Tindak   Lanjut   SE   Komisi   Pemilihan

Umum     Republik     Indonesia    (KPU     RI)    Nomor     :

1401/PL.02.1-SD/0]/KPuexl/2018             Perihal

Pendaftaran    Pemilih    Bagi    Penyandang    Disabilil.is

Grahita/Mental    Dan   SE   Komisi    Pemilihan    Umum

Repub:ik  Indonesia (KPU  RI) Nomor  :   1429/PL.02.I-

SD/OM(PU"I/2018   Perihal    :    Perpanjangan    Masa

Keria Penyempumaan DPTHP Selama 30 Hflri); ------

25 T-25 Surat       Bawaslu        Kab.        Sampang       Nomor        :

3 I 7/BAWASLU-PROV.JI-23/XI/2018;  -----------------

26 T-26 Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sampang

Nomor    :     1172/PP.07.I-Und/3527/Komisi    pemilih€iii

umum.Kab/XII/2018    Tanggal    3    Desember    Perihal

Rapat    Evaluasi    Penyempurnaan    DPTHP2     PeiTiilii

2019; ------------------------------------------------------.-..

27 T-27 Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sampang

Noinor    :     I  l89/PP.07.I-Und/3527/Komisi    pciiiilihan   )

umum.Kab/XII/2018     Tanggal     8     Desember     20]8

Perihal     Rapat     Pleno     Terbuka     Rekapitulasi     Dan

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua

(DPTHP-2) Tingkat  Kabupaten  Sampang Pada  Pemilu

Tahun 2019; --------------------------------------------------
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282930 T-28 Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sampang

Nomor    :    1190/PP.07.1-Und/3527AIomjsi    peinililian

iimum.Kab/XII/2018     Tanggal     8     Desember     20]8

Perihal  Rapat  Sinkronisasi  Data  Berita  Acara  Dei]g{m

Sidalih  Daftar  Pemilih  Tetap  Hasil  Perbaikan   Kedua

(DPTHP-2) Pada Pemilu Tahun 2019;  -------------------BeritaAcaraNomor:216/BA/XII/2018Tanggal8

T-29

Desember    2018     Tentang     Rapat     Pleno     Terbiika

Rekapitulasi  Dan  Penetapan  DPPTHP-2  Tjngkat  Kab

Sampang Pemilu 20 I 9;  --------------RjncianRekapitulasiDafterPemilih  Tetap  Dan  Surat

T-30

Suara Cadangan  Pemilu 20 I 9;  ----------------------------

',,::`,-i:r
i.-+_                    I    \

VI.      KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR -----------

Bahwa    untuk    mem|)erkuat    dalil-dalil    jawabailnya,    Terlapor    jug.i

menghadirkan  3  (dua)  orang  Saksi,  yaitu  Abd.  Ghaffar.  Moh.   Havivin

RiyantodanMemetJainurakhmanyangmemberikanketerangandibawah

sumpah  pada  sidang  pemeriksaan  hari  Selasa,16  Januari  2019  adapun

ketengan dari masing-masing Saksi adalah sebagai berikut: ------ ~ ---------

Ketera n ga n Sa Lei A bd. Gh afra r --------------------------------------------

-     Bahwa   Saksi   merukapakan   Panitia   Pemilihan   Kecanatan   (PI'K)

Kecamatan Ketapang; ----------------------------

-      Bahwa    Saksi    sebagai    PPK    beserta   jajarannya    selalu    bcrupa}Ja

melibatkan  dan  melakukan  koordinasi  dengan  para  pihak  termasuk

Partai   Po]itik   dalam   setiap   tahapan   dan   proses  penyusunan   Dpl`

Pemilu 2019, meskipun partisipasi dan kehadiran  Partai  Politik  dal&m

Proses tersebut terbilang  nihil:  ---------------------------

Bahwa   Saksi   dalam  proses  penyusunan   DPTHP-I   sampai   dengan

perbaikan kedua DPTHP-2.  sebagai  PPK  Kecamatan  Kctapang  tidak

pemah  sekalipun  menerima  usulan  perbaikan  data  pemilih  baik  dari

masyarakat ataupun Partai  Politik .---------------------------

Keterangan Saksi Moh. Havivin Riyanto -------- I ------------------------- ~

Bchwa    Saksi    merukapakan    Panitia    Pemungutan    Suara    (PPS)

Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; -

Bahwa  Saksi  yang  merupakan  PPS  Kelurahan  Tanggumong  selalu

melakukan   koordinasi   dengan   pihak   Partai   Politik   ataupun   calon
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1egislatif yang  ada  di  Kelurahan  Tanggunong  sebelum  melakukan

rapat Pleno penetapan DPTHP; --------------------

Bahwa  Saksi  sebelum  menetapkan  DPTHP,  telah  memberikan  Soft

File  DPTHP  kepada  5  (lima)  colon  legislatif yang  ada  di  Kelurahan

Tanggumong    Untuk    sama-sama    mengkroscek    dan    menccmiati

kemudjanmemperbaikidatapemilihtersebutsecarabersania-santi;-

-     Bahwa  Saksi  yang merupakan PPS  Kelurahan  Tanggumong  Dengan

terbuka  menerima  masukan/tanggapan  masyarakat  terkajt  perbaikan

data  pemilih  namun  PPS  Kelurahan  Tanggunong  tidak  serta  merta

melakukan eksekusi alas masukan tersebut melainkan PPS  Kel urahzi]i

Tanggumong   sebelumnya  melakukan   pengecekan   secara   langsung

untukmembuktikankebenaranmasukanmasyarakattersebut.------+--

Keterangrn Saksi Memet Jainurakliman ---------------------------------

-      Bahwa  Saksi  bertugaas  sebagai  Admin/Operator  SIDALI[I  Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sampang; --------

-     Bahwa menunt saksi semua data di masukkan ke srDALlrl terma`quk

data TMS, Ganda dan Pemilih Pemula; --------

-     Bahwa menunt saksi Komjsi pemilihan umum Kabupaten sanpang

mempunyai 2 (dua) orang Admin/Operator SIDALIH;  ------------------

-       Bahwa   menurut   Saksi   di   tingkatan   Panitia   Pemj]ihan   Kecamatan

(PPK)jugamempunyai1(satu)orangAdmin/OperatorSII)ALII-]yang

sebelumnyatelahdibimtekuntukmenanganiSIDALmditingkatPPK.

VII.       KETERANGAN          LEMBAGA          TERKAIT/AIILI          YAN(;

DIHADIRKAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA --------------------------

Keterngan Lembaga Terkait Edi Subinto, M.Pd ----------------------

-     Bahwa Edi subinto, M.Pd merupalan Kabid Data di lingkungan Dines

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sampang;

Bahwa  Disdukcapil  Kabupaten  Sampang  telah  melakukan  tindakan

sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi;  ------------------------------------

Bahwa   Disdukcapil   Kabupaten   Sampang   telah   melayani   Komisi

Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sampang  dalam  hal  pengecekan  data

pemilih yang masih dianggap kurang benar; ------------------------------

Bahwa   Disdukcapil   Kabupaten   Sampang   tidak   bisa   serta   nierta

menghapus data penduduk meninggal tanpa adanya laporan tertulis;
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Bahwa menurut  Disdukcapil  Kabupaten  Sampang.  Iembaganya  lidak

memberikan   DP4   Kepada   Komisi   Pemilihan    Umum    Kabupaten

Sampang melainkan DP4 diberikan oleh Kemendngri; ------------------

-      Bahwa   Disdukcapil   Kabupaten   Sampang   tidak   dapat   menditc`ksi

pemilih yang tidak masuk pada DP4; ----------------------
-      Bahwa    menurut     Lembaga    Terkalt     Komisi     Pemilihan     Uniiim

Kabupaten Sampangjuga diberikan hak akses oleh Kemendagri dalam

hal penataan data pemilih .---------------------------

VIII.       KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR ---------------------------

Bahwa Majelis Pemeriksa meminta baik pada Pelapor alau Ti`I.lapor uii(uh

menyampaikan  kesimpulan  secara  tertulis  pada  sidang  pemeriksaan  hiiri

Selesa`  tanggal  16 Januari  2019 dengan memberi  tenggang  waktu  paling

lambat 3  x 24 jam atau hari Jumat, tanggal  18 Januari 2019 .----------------

a.     Pelapor  dalam  sidang  Pemeriksaan  hari   Selasa.  taiiggal   ]6  Januari

2019menyampaikankesimpulanyangpadapokoknyasebagaibiTikut..

I.    Bahwa   Pelapor   sampaj   dengan   batas   waktu   yang   djtentukan

Majelis  Pemeriksa  yakni  sampai  dcngan  hari  Jumat.  tanggal   18

Januari      2019      tidak      menyampaikan      kesimpulam      tertulis

scbagaimana diminta oleh Majelis Pemeriksa;  ----------------------

2.    Bahwa  Pelapor hanya  menyampaikan  tanggapan  di  muka  sidang

pemeriksaan    pada    Selasa.    tanggal     16    Januari    2019    yang

menyatakan  bahwa  Pelapor  beserta  Partai  Politik   lainnya  tidak

mengakui  dan  tidak  menadantangani  hasil  penetapan  DPTHP-I

yang  dilaksanakan  Terlapor  pada  hari  Minggu,  tanggal  22  Juli

2018 .-------.--.-- ____ ...---- ____.__ ----

b.    Ter]apor  dalam  sidang  Pemeriksaan  hart  Selasa.  tanggal   I(1  Jiiiiiitiri

2019 membacakan kesimpulan dan menyampaikan secara tertulis pada

hari  Jumat,  tanggal   18  Januari  2019  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:--------------------------------------------------------------------.-----

1.    Bahwa  Terlapor  menolak  pemyataan,   keterangan`   dalil/posita.

maupun   petitum    Pelapor   yang   disampaikan   dalam    laporan

ataupun  hal  lain  yang  disampaikan  Pelapor  dalam  p.`rsidangan

kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor .-----
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2.    Bahwa   Terlapor   tetap   bersikukuh   pada   selumuh    pemyataan`

keterangan,  dalil/posita.  maupun  petitum  sebagaimana  tertuang

dalam  jawaban,  bukti  tertulis,  ataupun  pemyataan  Terlapor  di

muka persidangan .-------------------------------------------------------

3.    Baliwa    guna    membuktikan    seluruh    dalil     Ti`rlaptu    tkikim

persidangan      di      Bawaslu      Kabupaten      Sampang.      T131,All

DISAMPAIKAN  Bukti-bukti  Vide T-I  sampai di`ngan 'r`-3() oli`li

Terlapor dihadapan Majelis Pemeriksa .-----------------------------

4.    Bal`wa Terlapcir dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran  Data

Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019  berpedoman pada Undang-Undang  Nomor 7  Taliun

2017   tentang   Pemilihan   Umum,   Peraturan   Komisi   Pemilihan

Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang  Perubahan alas Peraturan

Komisi    Pemilihan    Umum   Nomor    11    Tahun    20]8    tentang

Penyusunan     Daftar     Pemilih     di      Dalam     Negeri      Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi  I'emilihan

Umum  Nomor 5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  ^tas  ['eraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapaii`

Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan   Umum  2()19

dan  Surat  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  (KPU

RI).----------------------------------------------_-___.----_._.---__...--___

5.    Bahwa pada persidangan lalu` Pelapor tidak dapat menghadii.kan

Saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil  Pelapor.  H ------- ~ ---------

IX.      PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA --------------------

a)       Berdasarkan Laporan pelapor danjawaban Tcrlapor. serta bukti dan

Saksi-saksi    dalam    sidang    pemeriksaan,    ditemukan    fckta-fckta

sebagai berikut:  --------------------------------------------------------------

1)   Bahwa Undang-Undang nomor 7 Taliun 2017 tentang Pc`milihfln

Umum,  pada  pasal  93  huruf b  angka  I,  disebutkan  "Baw<islu

bertugas    melakukan    pencegahan    dan    penindakflli    lerhadap

pelanggaran pemilu"; ---------------------------------------------------

2)   Bahwa  pasal  94  ayat  (2)  hunf d  Undang  -  Undang  nomor  7

Tahun    2017,    menyatakan    "Dalam    mc`lakukan     penindtikan

pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud daltim pas{`1  93  huriit`

b, Bawaslu bertugas memutus pclanggaran administrasi  Pemi lu";

3)   Bahwa pasal  95  huruf b Undang -Undang nomor 7 T:ihun 2017

tentang  Pemilihan  Umum,  menyebutkan  "Bawaslu  berwenang
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memeriksa,   mengkaji   dan   memutus   pelanggiiran   administr.isi

Pemilu";---------------------------------------------------.._--___.-_-__-

4)   Bahwa  Pelapor  dalam  laporannya  yang  diterima  oleh  Bawiislu

Kabupaten       Sampang       dan       teregister       dengan       Noni()I.:

Ol/LP/PL/ADM/KAB/]6.32/I/2019           mclaporkan           t]ugaiin

pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor;  ---------

5)   Bahwa berdasarkan pasa]  95  huruf b Undang -Undang nomor 7

Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  menyebutkan  "Bawaslu

berwenang  memeriksa,  mengkaji  dan  memutus  laporan  Pelapor

Nomor:  0 I /LP/PL/ADM/KAB/16.32/I/2019; -----------------------

6)    Bahwa  pada  intinya   Pelapor  melaporkan   dugaan   pelanggziran

administratif yang  dilakukan  oleh  Terlapor  terkait  penyusunan

dan penetapan DPTHP-2  Pemilu 2019;  ------------------------------

7)   Bahwa dalam pasal 460 ayat (1 ) Undang-Undang nomor 7 Tahun

2017  menyebutkan  "Pelanggaran  administrasi  Pemilu  meliputi

pelanggaran  terhadap  tata  cara,  prosedur  atau  mckanisme  yang

berkaitan  dengan  administrasi  pe]aksanaan  Pemilu  dalani  setiap

tahapan Penyelenggaraan Pemilu"; ----------------------------------

8)   Bahwa dalam pasal 461  ayat (I ) Undang-Undang nomor 7 Tahuii

2017     disebutkan     "Bawaslu,     Bawaslu     Propinsi.     Bawaslu

Kabupaten/Kota menerima,  mengkaji  dan memutus pelanggar{in

administrasi     Pemilu",     kemudian     ayat     (3)      menyebutkftn
"Pemeriksaan     oleh     Bawaslu,     Bawaslu     Propinsi.     Bawaslu

Kabupaten/Kota  harus  dilakukan  secara  terbuka".  dan  ayat  (5 )

menyebutkan        "Bawaslu,        Bawaslu        Propinsi`        Bawaslu

Kabupaten/Kota    wajib    memutus    penyelesaian     pelanggann

administrasi   Pemilu   paling   lama   14   (empat   belas)   hari   ker.ill

setelch temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi``, sclanj ut]iyii

ayat   (6)   menyebutkan   "Putusan   Bawaslu`   l}awaslu   l'ror)insi.

Bawaslu     Kabupaten/Kota     untuk     penyelesaian     |iclanggiir€m

administrasi Pemilu berupa:  --------------------------------------- ~--I-

a)    Perbaikan   administrasi   terhadap   tata   cara,   pros.`dur`   i`l€`u

mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan: -~

b)    Teguran tertulis; -----------------------------------------------------

c)    Tidak        diikutkan        dalam        tahapan        tertcntu        dal:\iii

penyelenggaraan pemilu: dan -------------------------------------

d)   Sanksi  administrasi  lainnya  sesuai  dengan  kctentuan  dalam

Undang-Undang ini." ------------------------------------ ~ ----------
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9)    Bahwa  pasal  202  ayat (1 )  Undang-undang  Nomor  7  'l`ahun  2()I 7

tentang  Pemilihan Umum`  menyatakan Komisi  Pcmilihan  Unium

Kabupaten/Kota menggunakan  data penduduk  potensial  pemi I ih

Pemilu  untuk  disandingkan  dengan  daftar  pemilih  tetap  Pemilu

tcrakhir yang dimutakhirkan  secara berkelanjutan  scbagai  bahan

dalam penyusunan daftar Pemilih;  ~ --------------

10) Bahwa DPT PSU Pemilihan Bupati dan  Wakil  Bupati  Kabupa"ni

Sampang merupakan hasil  DPT  Pemilu Terakhir yang dijadikaii

bahan     penyandingan     proses     pemutakhiran     data     pemilih

sebagaimanadimaksudpasal202ayat(1)Undang-undangNomor

7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dan  pasal  57  ay.it  (2)

Peraturan   Komisi   Pemilihan   Umum   Nomor   37   Tahim   2()18

tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Komisi   Pcmilihan   Umuii

Nomor   11   Tahun  2018  tentang  Penyusunan  Daftar  Peminl`  di

Dalam    Negeri    Dalam    Penyelenggaraan    Pemilihan    Umiim.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; -------

11 ) Bahwa meskipun Komisi  Pemilihan Umum  Kabupiiten  Sampfing

telah mempertimbangkan DPT PSU  Pcmilihan  Bur)€iti  dan  Wiikil

Bupati       Kabupaten       Sampang       2018`       haii}'a       mel.ikukin

penyandingan  dan  pemadanan  data  yang   bersiimhcr  dari   I)I'4

Pemilu  2019  Nasional,  DPTHP  Pemilu  2019  Saul)ang.  Pcmilih

TMS  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabiipaten  Sampans

Serentak  2018  dan  AB  PSU  Pemilihan  Bup{iti  dan  WaLil  Bupfiti

Kabupaten  Sampang  20] 8;  ------------------- ~ -------------------------

12) Bahwa meskipun Komisi  Pemilihan Umum  K€ibupa`i`n  Siimpiing

telah  mempertimbangkan  DPT PSU  Pemilihan  Bupdti  d{in  Wakil

Bupati  Kabupaten  Sampang  2018  tetapi  tidak  dije]askan  secar{i

terperinci  dalam sidang pemeriksaan  dan tidak dijelaskan  dalam

iawaban tertulis proses penyandingan dan  pemadam`n  DPT PSU

l]emilihan Bupati dan Wakil  Bupati  Kabupatcn Sampz\ng 2018.  -

13) Bahwa sampai dengan penetapan DPTlip-2 Pemilu 2019 Komisi

Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sampang  bclum  men.iadikan  DPT

PSU  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Sampang

sebagai dasar dalam pemutakhiran data pemilih 2019 .------------

b)       Bahwa  Badan   Pcngawas   Pemilihan   Umum   Kabupaten   Sampimg

(Bawaslu  Kab.  Sampang)  terhadap  hasil  pemeriksaan  sebiigaimana

diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:  ----- ~ -------------------
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I)    Bahwa Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabup.iten  Samp{ing

(Bawaslu  Kab.  Sampang)  berwenang  untuk  mcnaiigani  dugi`an

pelanggaran administrasi ;  ------------------

2)   Bahwa   Pelapor   memiliki   kedudukan   hukum   untuk   menj.idi

Pelapor;----------------------------------

3)    Bahwa     obyek     yarlg     dilaporkan     memcnuhi     sy{irat     iHitiik

ditindaklanjuti     dalam     mekanisme     penangamn     I)i`k`11gg:iran

admjnistrasi:-------------------------------

4)    Bahwa   Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten   Sanipang   pada

dasamya   belum   memenuhi   syarat   prosedur   penyusiman   dan

penetapan DPTHP-2 sebagaimana dimaksudkan dalam Pnsal 202

ayat (I ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dim  Pfisiil  57 :i\'iil

(2)   I'eraturan   Komisi   Pemilihan   Umum   No.   i7    I`alum   2()18.

dengan   mempertimbangkan   DPT   I'SU   Pcmilihan   Bilpiiti   d:in

Wakil    Bupati    Kabupaten   Sampang   2018.    hai`ya    mclakilk:ili

penyandingan  dan  pemadanan  data  yang  b€rsumbcr  AB   I'SU

Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupatcn  Lsanipfmg  2()18

bukan  DPT  PSU Pemilihan  Biipati  dan  Wakil  Bu|)ati  Kabul)aten

Sampang Sampang 2018 yang berjumlah  767.032 .----------------

Mengingat            :     1.    Undang-UndangNomor7Tahun2017tentangpemilihan umum ---------------

2.    Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tah`in  2018  Tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi  Peniilu;  -------------------------------------

3.    Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nonior  24  tent{mg  Pcngawusan

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam  Pemilihan Umum;--

4.    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No  11  sebagajmana dirubali ter!`khir dengali

Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  No  37  tentang  Perubahan  atas  Peratul.an

Komisi  Pemiljhan  Umum  No   11   tentang  Penyusunan  Daftar  Pemilih  Dalam

Negeri dalam  Penyelenggaraan Pemilihan Umum .-----------------------,----------

MENGADILI

1)   Menyatakan   TerLapor   terbukti   secara   9ah   dan   menyakinhan   meLakuhan   peLangg8[.an

adm in istrasi pemi]i ha n u in ti in ; -------------------------------------------------------------

2)   Memerintahkan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Sampang  beserta  jajarannya  sampai

dengan tingkat PPS  untuk melakukan  pencermatan  kemba]i  DPTHP-2  Pemilu  2019  dcngan

cara melakukan penyandingan dan pemadanan data yang bersumber dari I)PT I'SIJ Pcmi[itian

Bupati dan Wakil But)ati Kabupaten Sampang 2018 dengan  me]ibatkan  Peserta  Pemilu  dan

Pengawas Pen ilu ; ---------------------------------------------------------------------------------------

-25-




